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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYIMPANAN

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN
PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat
hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi
serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam
menentukan kelancaran pembangunan nasional.

3. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang
dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang
baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam
masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

5. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang
membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok
dan/atau Barang Penting.

6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan
kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau
terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi
untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang
dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting.
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(2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan
alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang
tersebut tinggi.

(3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
memperhatikan ketentuan:

a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau

b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.

(4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis
dalam pembangunan nasional.

(5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan
ketentuan:

a. mendukung program Pemerintah; dan/atau

b. disparitas harga antardaerah tinggi.

(6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok
dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:

a) beras;

b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;

c) cabe;

d) bawang merah.

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

a) gula;

b) minyak goreng;

c) tepung terigu.

3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;

a) daging sapi;

b) daging ayam ras;

c) telur ayam ras;

d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan
tongkol/tuna/cakalang.
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b. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;

2. pupuk;

3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

4. triplek;

5. semen;

6. besi baja konstruksi;

7. baja ringan.

(7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan
usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 3

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di
seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah
yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

(2) Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:

a. meningkatkan dan melindungi produksi;

b. mengembangkan sarana produksi;

c. mengembangkan infrastuktur:

d. membina Pelaku Usaha;

e. mengembangkan sarana perdagangan;

f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;

g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;

h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;

i. mengelola stok dan logistik;

j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;

k. mengelola impor dan ekspor; dan

l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar,
dan perbatasan.
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